BUPATg BENGKALIS

ROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63

Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan .
Berbasis Elektronik;

b. bahwa telah diterbitkan Pedoman Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik indonesia
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan
evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
mengamanatkan  perubahan  Domain  Kebijjakan pada
pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik:

c. bahwa terdapat ketidaksesuaian kriteria level pada indikator
domain kebijakan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan
Bupati Bengkalis Nomor 63 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
sehingga diperlukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka perlu menetapkan
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ket_erbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahu.n
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6962);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19
Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 411);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman
Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020
tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1375);

Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara -
Pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 1);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BENGKALIS NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN  SISTEM  PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2022 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

(1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf b disusun berpedoman pada Arsitektur SPBE
Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah.

(2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan untuk:

a.jangka waktu S (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE
Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai jangka waktu
RPJMD; dan/atau

b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan pada saat
tahun berjalan RPJMD.

(3) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan
tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai
dengan kebutuhan.

(4) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:

a. domain arsitektur Proses Bisnis;

b. domain Arsitektur Data dan informasi,
c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;

e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
f. domain arsitektur Layanan SPBE.

(5) Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dapat
dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:

a. perkembangan dan kebutuhan Daerah;
b. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;

e. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau

f. perubahan RPJMD.
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(6) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan
dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur
negara.

(7) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf b menjadi pedoman dalam proses integrasi
layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

(8) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja
yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan TIK.

(9) Dalam penyusunan Arsitektur SPBE, unit kerja sebagaimana
dimksud pada ayat (7) dapat melakukan konsultasi dengan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang aparatur negara.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

(1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf c¢ disusun dengan berpedoman pada Peta
Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana
strategis Pemerintah Daerah.

(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dan ditetapkan oleh Bupati untuk:

a.jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana
SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai jangka waktu
RPJMD, dan/atau

b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta
Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan pada saat
tahun berjalan RPJMD.

(3) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan
tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu- waktu sesuai
dengan kebutuhan.

(4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau
berdasarkan:

a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;

b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
c. perubahan Arsitektur SPBE; atau

d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

(5) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan.

(6) Penetapan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dan
Perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(7) Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program
dan/atau kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis




5

(8) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE,
penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah
Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang

bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan
daerah.

(9) Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Bupati.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib
menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur yang
diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan
SPBE.

(2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.

(3) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak
ketiga yang berada di wilayah hukum Indonesia.

(4) Perangkat Daerah dapat menempatkan aplikasi pada
hosting dan server pada colocation server di pusat data yang
dikelola Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(5) Pusat data harus terhubung dengan pusat data nasional.

(6) Perangkat Daerah tidak melakukan pembangunan pusat
data.

(7) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah
dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di pusat data.

(8) Dalam rangka integrasi Data di pusat data, Dinas melakukan
pengelolaan Data setelah mendapat persetujuan dari
Perangkat Daerah pemilik Data.

(9) Guna pemulihan kembali data atau informasi serta fungsi-
fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat
terjadinya bencana, Pemerintah Daerah dapat
menyelenggarakan Pusat Pemulihan Bencana (Disaster
Recovery Center) yang dikelola oleh Dinas.

(10) Pusat Pemulihan Bencana dimaksud pada ayat (9)
digunakan sebagai fasilitas untuk menempatkan back-up
Data dan aplikasi yang berjalan di pusat data.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20

(1) Aplikasi SPBE sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf h digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk
memberikan Layanan SPBE.

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. aplikasi umum; dan
b. aplikasi khusus.

(3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah
Daerah mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
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(4) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi
SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
komunikasi dan informatika.

(5) Pengaturan teknis pelaksanaan pembangunan dan
pengembangan Aplikasi SPBE diatur lebih lanjut dalam
bentuk Keputusan Bupati Bengkalis.

5. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32

(1) Manajemen data sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1)
huruf ¢, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang
akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai
dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian
pembangunan daerah.

(2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur
data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas
data.

(3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE
yang ditetapkan Pemerintah.

(4) Pelaksanaan manajemen data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) oleh unit kerja/perangkat daerah yang membidangi
tugas dan fungsi pengelolaan data.

Pasal I1
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 19 Maret 2725

BUPATI BENGKALIS,

3

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 10 Marst 2025

SEKRETARIS DAERAH UPATEN BENGKALIS,

ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 11



